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ABSTRACT

This research is willing to know about the role of the political party to the general
election of the governor as the head of the province in East Kalimantan 2018 based on
the regulation No.10,2016 about the general election of the heads of the regional either
the couple governor, mayor or regent in Indonesia. The method of the research is
qualitative by library research.The essential content of the general election regulation
Is democratic mechanism. The result of the research is that one of the political party in
here Indonesia Struggle Democratic Party (PDI Perjuangan) announced by the
chairman of the winning team, Verdiana, that (1).\Who will register to be the candidate
through this party has to register himself or herself by paying such an amount of money
to show the seriousness to the candidate but she does not deter mine how much money to
pay and the requirements to fill out, (2).Besides the register payment there are some
other requirements which are not yet explained.The suggestions are (1).The sum of the

money to pay of te registeration has to be determined before, (2).The other requiements
has to be declared soon.
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. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam pertimbangan terbitanya Undang-undang Repubdonesia Nomor 10
tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undanggihamor 1 tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UndamgpgnNomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikotanjadi Undang-undang dengan
menimbang:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemilihan gubernur dakil gubernur,
bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakdlikota yang demokratis,
perlu dilakukan penyempurnaan terhadap penyeleaggapemilihan gubernur
dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serédikota dan wakil walikota,

b. bahwa dalam rangka penyempurnaan penyelenggaraating@ gubernur dan
wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wata dan wakil walikota,
beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 nT&@l5 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undamgaginidomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wadikmenjadi Undang-
Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-gndamor 8 Tahun
2015 tentang Perubahan atas UndangUndang NomorhGinT2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undamgagindomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan W#dikmenjadi Undang-
Undang perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaldach huruf a dan
huruf b, perlu membentuk UndangUndang tentang iadyan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penet@peaturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 teramgilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayatdd), Pasal 20, Pasal 21, Pasal
22D ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D (8ydndang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang ®fofin Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undargagndomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikotajedi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, BEdrab Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telabati dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undamgigndomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggaminghyndang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan W#dikmenjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nd@o Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Dengan Rgusen Bersama Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan PresidepuBlik Indonesia. Dengan
pertimbangan tersebut maka undang-undang tersgluitiskan.
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B. Rumusan masalah

Kata kunci dari perubahan undang-undang tersebalbladlemokratis sehingga
legimitasi Kepala dan wakil Kepala Daerah menjadlatk Dari kata kunci tersebut
maka rumusan masalahnya adaldifpakah peranan partai politik dalam
mengusung pasangan calon telah memenuhi syarat uitpelaksanaan pemilihan
Umum Kepala Daerah sesuai undang-undang yang mengahya ?“

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukgaléeh peranan partai politik
dalam mengusung pasangan calon telah memenuht sydauk pelaksanaan pemilihan
Umum Kepala Daerah

D. Manfaat penelitian

Ada dua manfaat yang akan dicapai yaitu secaratisepengembangan ilmu
hukum administrasi Negara dan yang ke dua adallaagse sumbangan bagi Komisi
Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sertaydialamai

. KERANGKA DASAR TEORI

A. Undang-Undang Pilkada

Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan R&lg@tblik Indonesia dan
Presiden Republik Indonesia memutuskan: menetapkémdang-undang tentang
perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 tatiint@6tang penetapan peraturan
pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahub4 2tentang pemilihan
gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-ugdan

Pasal |. beberapa ketentuan dalam Lampiran Undawgtyy Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Péinglyatang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Waalikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahutb 200mor 23, (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) gabeana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang PerubataasnUndang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemeif@agganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bup@n Walikota menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indoneshuid 2015 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No®o8)sdiubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagkut: Pasal 7 (1) Setiap warga
negara berhak memperoleh kesempatan yang sama uménicalonkan diri dan
dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon WakibeBhur, Calon Bupati dan
Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan CaMfakil Walikota. (2) Calon
Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati @€alon Wakil Bupati, serta
Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimdimaaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. bertalepada Tuhan Yang Maha Esa; b.
setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar NBggnablik Indonesia Tahun 1945,
cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 194, Megara Kesatuan Republik
Indonesia; c. berpendidikan paling rendah sekaajutan tingkat atas atau sederajat; d.
dihapus; e. berusia paling rendah 30 (tiga pulahum untuk Calon Gubernur dan
Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tabatuk Calon Bupati dan Calon
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Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon WakilaMota; f. mampu secara
jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan otikak berdasarkan hasil
pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim; g. tigaknah sebagai terpidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempéwekeiatan hukum tetap atau bagi
mantan terpidana telah secara terbuka dan jujugemuokakan kepada publik bahwa
yang bersangkutan mantan terpidana; h. tidak sed@agut hak pilihnya berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatd&unhutetap; i. tidak pernah
melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengarat keterangan catatan
kepolisian; j. menyerahkan daftar kekayaan pribai; tidak sedang memiliki
tanggungan utang secara perseorangan dan/atawa dedein hukum yang menjadi
tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negardak sedang dinyatakan pailit
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempk®&aiatan hukum tetap; m.
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki lajpor pajak pribadi; n. belum
pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernupat Wakil Bupati, Walikota,
dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatalam jabatan yang sama untuk
Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bup@®&lon Wakil Bupati, Calon
Walikota, dan Calon Wakil Walikota; o. belum pernatenjabat sebagai Gubernur
untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/WalikotauknCalon Wakil Bupati/Calon
Wakil Walikota pada daerah yang sama; p. berheanti jdbatannya bagi Gubernur,
Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, daWakil Walikota yang
mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkabagai calon; g. tidak berstatus
sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dafalpenWalikota; r. dihapus; s.
menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagggota Dewan Perwakilan
Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan aaggetvan Perwakilan Rakyat
Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calomtgpd®emilihan; t. menyatakan
secara tertulis pengunduran diri sebagai anggatgafi@Nasional Indonesia, Kepolisian
Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Segia Kepala Desa atau sebutan
lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peBernilihan; dan u. berhenti dari
jabatan pada badan usaha milik negara atau badéa nsilik daerah sejak ditetapkan
sebagai calon. 2. Ketentuan huruf a dan huruf alP&sdiubah, sehingga Pasal 9
berbunyi sebagai berikut: Pasal 9 Tugas dan wevgeK&U dalam penyelenggaraan
Pemilihan meliputi: a. menyusun dan menetapkantiara KPU dan pedoman teknis
untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsuttargan Dewan Perwakilan
Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengaigpett yang keputusannya bersifat
mengikat; b. mengoordinasi dan memantau tahapanliP&m c. melakukan evaluasi
penyelenggaraan Pemilihan; d. menerima laporar Rasnilihan dari KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota; e. memfasilitasi pelaksartagas KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksaf@milihan jika Provinsi,
Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tah&gamilihan secara berjenjang; dan
f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang Héeroleh peraturan perundang-
undangan. 3. Di antara huruf b dan huruf ¢ Pasalid@ipkan 1 (satu) huruf, yakni
huruf bl sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai beriRasal 10 KPU dalam
penyelenggaraan Pemilihan wajib: a. memperlakulaorOCGubernur dan Calon Wakil
Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, &e@talon Walikota dan Calon
Wakil Walikota secara adil dan setara; b. menyakgmai semua informasi
penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat; blaksaeakan dengan segera
rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenaiisadksnistrasi Pemilihan; c.
melaksanakan Keputusan DKPP; dan d. melaksanakaajikan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Dicaatgat (1) dan ayat (2) Pasal 16
disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehinBgaal 16 berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 16 (1) Anggota PPK sebanyak 5 (lima) oramg yaemenuhi syarat berdasarkan
Undang-Undang. (1a) seleksi penerimaan anggota éiRKsanakan secara terbuka
dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, itasgridan kemandirian calon
anggota PPK. (2) Anggota PPK diangkat dan dibetkemibleh KPU Kabupaten/Kota.
(3) Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan ketelavaperempuan paling sedikit
30% (tiga puluh persen). (4) Dalam menjalankandnga, PPK dibantu oleh sekretariat
yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Neggil $ang memenuhi persyaratan.
(5) PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkandajftnama calon sekretaris PPK
kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya dipilimditetapkan 1 (satu) nama sebagai
Sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati/WalikotaKé&tentuan Pasal 19 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 19 (1)gatagPPS berjumlah 3 (tiga) orang.
(2) Seleksi penerimaan anggota PPS dilaksanakarmaraseterbuka dengan
memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas,kéaandirian calon anggota PPS.
(3) Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KRlbDupaten/Kota. 6. Ketentuan
Pasal 20 tetap, dengan perubahan penjelasan Rasaiu c, sehingga penjelasan Pasal
20 huruf ¢ menjadi sebagaimana ditetapkan dalanelasan pasal demi pasal Undang-
Undang ini. 7. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pa&adisisipkan 1 (satu) ayat, yakni
ayat (1a) sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai befasal 21 (1) Anggota KPPS
berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggossyarakat di sekitar TPS yang
memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peratarandang-undangan. (1a) Seleksi
penerimaan anggota KPPS dilaksanakan secara terdekgan memperhatikan
kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandraaon anggota KPPS. (2) Anggota
KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas Katua KPU Kabupaten/Kota. (3)
Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wdgpoikan kepada KPU
Kabupaten/Kota. (4) Susunan keanggotaan KPPSitatds seorang ketua merangkap
anggota dan anggota. 8. Ketentuan Pasal 22B dsdfahgga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 22B Tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawpsnyelenggaraan
Pemilihan meliputi: a. menyusun dan menetapkantéara Bawaslu dan pedoman
teknis pengawasan untuk setiap tahapan Pemilihata ggedoman tata cara
pemeriksaan, pemberian rekomendasi, dan putusarkelb@ratan setelah berkonsultasi
dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalamm rapat dengar pendapat
yang keputusannya bersifat mengikat; b. menerineameniksa, dan memutus keberatan
atas putusan Bawaslu Provinsi terkait pemilihano@abubernur dan Calon Wakil
Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, a&alon Walikota dan Calon Wakil
Walikota terkait dengan Pemilihan yang diajukarhgb@sangan calon dan/atau Partai
Politik/gabungan Partai Politik terkait penjatuhsemksi diskualifikasi dan/atau tidak
diizinkannya Partai Politik/gabungan Partai Poliiktuk mengusung pasangan calon
dalam Pemilihan berikutnya. c. mengoordinasikan mi@mantau tahapan pengawasan
penyelenggaraan Pemilihan; d. melakukan evaluasiggweasan penyelenggaraan
Pemilihan; e. menerima laporan hasil pengawasaryefemygaraan Pemilihan dari
Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota; f. rasitithsi pelaksanaan tugas
Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dalatanjukan tahapan pelaksanaan
pengawasan penyelenggaraan Pemilihan jika ProWasiyupaten, dan Kota tidak dapat
melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan peggataan Pemilihan secara
berjenjang; g. melaksanakan tugas dan wewenangydaig diberikan oleh peraturan
perundang-undangan; h. melakukan pembinaan danawesgn terhadap Bawaslu
Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota; i. menerima rdanindaklanjuti laporan atas
tindakan pelanggaran Pemilihan; dan j. menindaktangkomendasi dan/atau putusan
Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota kepdrl) terkait terganggunya
tahapan Pemilihan. 9. Ketentuan Pasal 30 diubaimggdn berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 30 Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/dai#haa. mengawasi tahapan
penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi: 1. pela&aa pengawasan rekrutmen PPK,
PPS, dan KPPS; 2. pemutakhiran data pemilih berkasadata kependudukan dan
penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Befédtap; 3. pencalonan yang
berkaitan dengan persyaratan dan tata cara peacaldnproses dan penetapan calon;
5. pelaksanaan Kampanye; 6. perlengkapan Pemilden pendistribusiannya; 7.
pelaksanaan pemungutan suara dan penghitunganrasr&@emilihan; 8. pelaksanaan
pengawasan pendaftaran pemilih; 9. mengendalikamggveasan seluruh proses
penghitungan suara; 10. penyampaian surat suarérdgat TPS sampai ke PPK; 11.
proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KirWiRsi, Kabupaten, dan Kota dari
seluruh Kecamatan; 12. pelaksanaan penghitungan peéamungutan suara ulang,
Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; danpi@ses pelaksanaan penetapan hasil
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikotan d&akil Walikota. b. menerima
laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaatunaer perundang-undangan
mengenai Pemilihan; c. menyelesaikan temuan damwdappelanggaran Pemilihan dan
sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsuekinddana; d. menyampaikan
temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU patewm/Kota untuk
ditindaklanjuti; e. meneruskan temuan dan lapoergybukan menjadi kewenangannya
kepada instansi yang berwenang; f. menyampaikaordapkepada Bawaslu sebagai
dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yarkgiban dengan adanya dugaan
tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapayef@ggaraan Pemilihan oleh
penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kotammgngawasi pelaksanaan tindak
lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan s&rksida anggota KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawaesskat KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakangyarengakibatkan terganggunya
tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang ngsuldg; h. mengawasi
pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemildeam;i. melaksanakan tugas dan
wewenang lain yang diberikan oleh peraturan pemgdadangan. 10. Ketentuan Pasal
33 huruf b diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sel@y&ut: Pasal 33 Tugas dan
wewenang Panwas Kecamatan dalam Pemilihan meliputimengawasi tahapan
penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan yaelgputi: 1. pemutakhiran data
Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penelgitar Pemilih Sementara dan
Daftar Pemilih Tetap; 2. pelaksanaan Kampanye; é2lepgkapan Pemilihan dan
pendistribusiannya; 4. pelaksanaan pemungutan danghgungan suara hasil
Pemilihan; 5. penyampaian surat suara dari TPS @iakepPPK; 6. proses rekapitulasi
suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS;7da®laksanaan penghitungan dan
pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, danilfham susulan. b. mengawasi
penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada Katupaten/Kota; c. menerima
laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan peggal@an Pemilihan yang
dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan sebagaindimaksud pada huruf a; d.
menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuilaklanjuti; e. meneruskan
temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangaheypada instansi yang
berwenang; f. mengawasi pelaksanaan sosialisasyelgmggaraan Pemilihan; g.
memberikan rekomendasi kepada yang berwenangetagh dan laporan mengenai
tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Remnilidan h. melaksanakan tugas
dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturanrmueEng-undangan. 11. Ketentuan
Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikagal 40 (1) Partai Politik atau
gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasarggdon jika telah memenuhi
persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua ppkrisen) dari jumlah kursi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lietagn) dari akumulasi perolehan
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suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Piawdkakyat Daerah di daerah
yang bersangkutan. (2) Dalam hal Partai Politikuagabungan Partai Politik dalam
mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuaperaeh paling sedikit 20%
(dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan PervaakiRakyat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah kDmwan Perwakilan Rakyat Daerah
menghasilkan angka pecahan maka perolehan darialurklirsi dihitung dengan
pembulatan ke atas. (3) Dalam hal Partai Politieuagabungan Partai Politik
mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuaparaeh paling sedikit 25%
(dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehaarssisah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untukaPRolitik yang memperoleh kursi
di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (4) Partai Rolitau gabungan Partai Politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapauswkgn 1 (satu) pasangan calon.
(5) Perhitungan persentase dari jumlah kursi setvegea dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), dikecualikan bagi kursi anggota Dewanv@kilan Rakyat Papua dan Dewan
Perwakilan Rakyat Papua Barat yang diangkat. 12aridara Pasal 40 dan Pasal 41
disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 40A sehirfmgghunyi sebagai berikut: Pasal 40A
(1) Partai Politik yang dapat mendaftarkan pasancglon sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 merupakan Partai Politik yang sabhas@lengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. (2) Dalam hal terjadi perbelisikepengurusan Partai Politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepengurustai Palitik tingkat Pusat yang
dapat mendaftarkan pasangan calon merupakan kepeaguPartai Politik tingkat
Pusat yang sudah memperoleh putusan Mahkamah Radai sebutan lain dan
didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan meteg menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi mang3)a.Jika masih terdapat
perselisihan atas putusan Mahkamah Partai atauaselain sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), kepengurusan Partai Politik tingResat yang dapat mendaftarkan
pasangan calon merupakan kepengurusan yang sudapenmxeh putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap darftaian serta ditetapkan dengan
keputusan menteri yang menyelenggarakan urusanrpegaman di bidang hukum dan
hak asasi manusia. (4) Putusan Mahkamah Partai sghutan lain atau putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukusp stbagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan/atau ayat (3) wajib didaftarkan ke &etarian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasusm paling lambat 30 (tiga
puluh) hari kerja terhitung sejak terbentuknya kepgusan yang baru dan wajib
ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyedeakmn urusan pemerintahan di
bidang hukum dan hak asasi manusia paling lamifatuh) hari kerja terhitung sejak
diterimanya persyaratan. (5) Dalam hal pendaftdeanpenetapan kepengurusan Partai
Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belulesae sementara batas waktu
pendaftaran pasangan calon di KPU Provinsi atau KBhupaten/Kota akan berakhir,
kepengurusan Partai Politik yang berhak mendaftarkasangan calon adalah
kepengurusan Partai Politik yang tercantum dalaputkesan terakhir menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangnmdan hak asasi manusia. 13.
Ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) diubamgga Pasal 41 berbunyi sebagai
berikut: Pasal 41 (1) Calon perseorangan dapat afiemkan diri sebagai Calon
Gubernur dan Calon Wakil Gubernur.

Dalam referensi tentang demokrasi adalah demoRastasila adalah
a. Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983; Nomor IV/MPR/1988mor I/MPR/1988;
Nomor I/MPR/1993;
b. Mekanisme Demokrasi Pancasila
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Kehidupan demokrsi yang sederhana sudah dikena pahan Yunani di Athena
sejak 500 tahun sebelum Masehi. Di Indonesia sesdjak awal bernegara,
demokrasi di Indonesia, bulat air di pembuluh damatkata di mufakat telah
dirumuskan dalam Ketetapan MPR Nomor Il /MPR/1988dng Garis-garis Besar
haluan Negara dalam bidang Poitik, telah menetapkan

1. Pembangunan Politik diarahkan untuk lebih memam@tapkperwujudan
demokrasi Pancasila ;

2. Dalam rangka memantapkan stabilitas politik yangadiis serta pelaksanaan
mekanisme demokrasi Pancasila perlu maki memamapkeahidupan
konstitusonal, demokrasi dan penegakan hukum;

Definisi demokrasi Pancasila adalah kerakyatan ydimmmin oleh hikmat
kebijaksanaan daam permusyawaratan perwakilan yergpakan sila ke empat dari
dasar negara Pancasila seperti tercantum dalarna derempat Pembukaan Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Menurut Rajagukguk (1995:8) yang mengutip dari tbensidertion De
Commerce Luxembourgeois bahwa under cmmunity law concerning Consumer
protection the provision of informtion to the consumer considered one of the principle
requirements. Jadi perlindungan bagi konsumen sangat perlu sebsgptu syarat
prinsip. Demikian juga undang-undang harus meligdikonsumen dan konsumen
dalam pilkada adalah para calon pasangan .Meraks t@hu pesyaratan dengan jelas
untuk maju sebagai pasangan calon.

Sri Rejeki Hartono (2000 :33) menyatakan bahwa hulsebagai prlindungn
orang dimanapun sehingga undang-undang sebagaikphatkum harus memberikan
Syarat yang jelas.

B. Partai Politik

Partai politik di Indonesia adalah organisasi yéegsifat nasional dan dibentuk
oleh sekelompok warga negara Indonesia secaraesaldas dasar kesamaan kehendak
dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela ritewman politik anggota,
masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihatzhkauNegara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undasay Dlegara Republik Indonesia
Tahun 1945. Pengertian ini tercantum dalam pasayat 1 Undang-Undang No. 2
Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Untuk mengikuti Pemilihan Umum, partai politik wajimemenuhi persyaratan
tertentu yang telah ditetapkan oleh Undang-Und&wgjanjutnya, Komisi Pemilihan
Umum akan melakukan proses verifikasi. Proses ikasif terdiri dari dua tahap:
verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

[ll. PEMBAHASAN

Menurut Surat Kabar Harian Tribunkaltim.co, Samdain- Ketua Badan
Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD PDI Perjuangan RsoWaltim, Veridiana Huraq
Wang, sudah menyiapkan dokumen persyaratan-petagat@ndidat bakal calon
gubernur dan bakal calon wakil gubernur Kaltim.syaratan bakal cagub dan cawagub
mencakup kelengkapan administrasi hingga biaya gfe&ardn.Menurutnya sudah ada
draf persyaratan yang akan dibahas. Arahan danjakebi DPP juga mutlak
dilaksanakan. Misalnya, calon bersedia membesagatai dan bisa saja menjadi
kader. Untuk kader partai, yang potensial diharapkendaftarkan (Verdiana, Tribun
,Kamis (25/5/2017).Penjaringan dan penyaringan Ilbakgub dan cawagub Kaltim
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2018, lanjut Veri mengutamakan tokoh-tokoh ataufigur-figur Kaltim yang mampu
memimpin Kaltim ke depan.Dia mengharapkan tokolotoKaltim dan kader internal
partai. Rapat pengurus besok Jumat, 26/5/2017 RBUd&hgan Kaltim diikuti seluruh
pengurus. Hasil rapat segera menyosialisasikangb@mndn cagub dan cawagub.Draf
pendaftaran, lanjut dia, antara lain syarat-sygaaiy harus dipenuhi dan disanggupi
masing-masing kandidat.Dia mengatakan tentang tsyga@at pendaftaran misalnya,
ada biaya pendaftaran. Ini sebagai bentuk keserioabbon yang mendaftar. Seperti
PKB, PAN dan PPP Kaltim. Nanti itu akan dibahas diaepakati pengurus besok.

Dari pernyatan Verdiana bahwa persyaratan calesangan Gubernur dan wakil
gubernur Kalimantan Timur disebutkan antara lainAda biaya pendaftaran sebagai
bentuk keseriusan calon yang mendaftar dan (2asyang belum jelas.

Dari syarat-syarat di atas maka peneliti memberd@alisa sebagai berikut :

1. Biaya pendaftaran yang tidak jelas jumlahnya akaembuat para calon gamang
karena bila memberi uang pendaftaran kepada egmétmalaftaran sedikit mereka
khawatir ditolak namun bila terllu banyak merekddwmtan karena tidak memiliki
dana .Memang menurut Sofyan Hasdam(2017) baka cs\@akil gubernur
menyatakan bahwa bila seseorang akan maju balal palsangan Kepala Daerah
harus memiliki uang yang banyak.Artinya secaraetalsing bahwa money poitik
pasti terjadi di luar biaya transport , konsumkit,peraga ,kampanye dan mahar ke
Partai pengusung.Selayaknya agar memperoleh Pasdfgeala Daerah yang
bagus tidak perlu ada uang pendaftaran dan baya@kneiti ingat ucapan Dahlan
Iskan (2017)bahwa yang mampu mengellan daerah tetpkih yang tidak mampu
terpilih.Inilah bahaya bia yang tidak mampu tetpiinaka ia pasti uangnya banyak
dan setelah terpiih ia akan mencari kembainya yawggdikeluarkan dalam proses
pilkada bai resmi maupun tidak resmi.Kejadian ikara berpotensi korupsi bila
telah menjabat kepala daerah.

2. Syarat yang belum jelas
Syarat-syarat yang belum jelas akan menimbulkakutpei dan membuka peluang
untuk pungutan liar, koncoisme dan kolusi. Inidadraya karena upaya pemerintah
yang kuat memberantas KKN namun proses pilkadaerand korupsitif. Yang
jelas semuanya itu ujung-ujungnya uang dan uangta@mjadi alat utama
menaklukkan musuh.

3. Di samping hal-hal di atas maka kita harus kempatla istilah negara hukum
bahwa undang-undang di atas adalah menjadi hukinmngga mengikat kepada
semua orang yang ada di Indonesia yaitu ia akandikhukuman bila melanggar.

IV. PENUTUP

Dari paparan hasil penelitian bahwa corak ragansgwopilkada cenderung
menyeleweng. Peneliti dapat memberikan kesimpdgansaran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Bahwa udang-undang Pemilu Kepala Daerah telah tteybitu Dengan
persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat rdpuidionesia dan presiden
republik indonesia memutuskan: menetapkan: undadgng tentang
perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 taHib tBtang penetapan
peraturan pemerintah pengganti undang-undang ndmahun 2014 tentang
pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadidamg-undang. Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Lampiran Undang-UndangoNdmTahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggasidinghyndang Nomor 1
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Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, &dalikota menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesiauit 2015 Nomor
23,(Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiadN6866);

2. Bila seorang akan mendaftarkan sebagai calon pasdrayus memenuhi syarat-
syarat yang ada dalam undang-undang Pemilukada 241.v;

3. Pendaftaran harus membayar sebagai bentuk kesebakal calon;

4. Partai Politik belum menyatakan jumlah uang perdat.

B. Saran-saran

1. Bahwa aturan dengan persetujuan bersama dewan Kdarweakyat republik
Indonesia dan presiden Republik Indonesia memutuskanetapkan: undang-
undang tentang perubahan kedua atas undang-undangr i tahun 2015
tentang penetapan peraturan pemerintah penggadtingrundang nomor 1
tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, wlalikota menjadi undang-
undang. Pasal | Beberapa ketentuan dalam Lampinglang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemeriatggéhti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bumman Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republiloriadia Tahun 2015
Nomor 23,(Tambahan Lembaran Negara Republik IndanB®mor 5656)
harus dijalankan dengan tegas , jujur dan benar;

2. Bahwa uang pendaftaran harus transparan jumlaharypemanfaataanya;

3. Bahwa syarat lain harus tidak melanggar undangnmsglang berlaku.
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